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ABSTRAK 

E-Court merupakan kebijakan Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini mengkaji terkait Implementasi E-Court 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terhadap proses 

berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan kendala E-Court dalam 

proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung 1 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisa data yang digunakan adalah 

dengan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi E-Court 

di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah baik tetapi belum optimal, karena masih ada 

beberapa kendala dalam proses berperkara menggunakan sistem aplikasi E-Court. 

Kata Kunci: E-Court, Pengadilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak selalu dilakukan 

dengan cara manual seperti yang biasa dilihat oleh masyarakat, persidangan 

juga dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan cara para pihak langsung 

ke pengadilan atau dilakukan secara online. Hal ini ditandai dengan adanya 

pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara Secara Elektronik yaitu E-Court pada 13 Juli 2018. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ini dibentuk karena 

adanya faktor tuntutan perkembangan zaman, yang mengharuskan adanya 

pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efesien. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan 

administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam 

proses penyelenggaraan peradilan.1 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dinyatakan dicabut dan 

 
1 Peraturan Mahmamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 
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tidak berlaku karena telah dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara 

Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang 

diberlakukan pada tanggal 19 Agustus 2019. Setelah dievaluasi atas 

pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih terdapat kendala yang perlu 

penyempurnaan, maka terbentuklah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-

Court terbentuk dalam beberapa pertimbangan yang salah satunya di latar 

belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

mengenai Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan” (yang selanjutnya disingkat menjadi UU 

Nomor 48 Tahun 2009). 2  

E-Court pada Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

menyatakan “pesidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses 

memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan 

dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.3 Adanya teknologi informasi 

dan komunikasi menjadikan persidangan lebih menjadi efektif dan efesien dari 

sebelumnya sebab memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi melalui 

 
2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman 
3 Pasal 1 angka 7 PERMANomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 

di Pengadilan Secara Elektronik 
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aplikasi E-Court dapat mencapai tujuan asas biaya ringan, cepat serta sederhana 

dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

menyatakan “PERMA ini dimaksudkan sebagai landasan hukum 

penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di 

pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang 

professional, transparan, akuntabel, efektif, efesien dan modern.”4  

Aplikasi E-Court ini diberlakukan terhadap perkara tata usaha negara, 

perdata, tata usaha milter, serta perdata agama. Layaknya, Pengadilan Tata 

Usaha Negara di Yogyakarta yang telah menggunakan layanan berbasis 

elektronik, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memberlakukan aplikasi 

E-Court kurang lebih dalam 2 (dua) tahun kebelakang terhitung sejak tahun 

2023. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ini telah menjalankan aplikasi 

E-Court secara menyeluruh tetapi dalam acara pembuktian masih dilakukan 

secara konvensional.5 Penggunaan E-Court di Peradilan Tata Usaha Negara 

telah dijalankan dengan baik dan matang agar alur dalam Peradilan Tata Usaha 

bisa dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi masih ada 

mekanisme yang dilakukan secara manual.6. 

 
4 Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahunn 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik 
5 Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

Rabu 29 Maret 2023 
6 Wawancara Ibu Triasih, Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Senin 27 

Maret 2023 
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Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta dengan menggunakan E-Court guna mencapainya asas cepat, 

sederhana, dan biaya ringan maka yang dimana penggugat dalam 

menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diajukan 

oleh penggugat harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk 

dokumen elektronik.7 Tetapi faktanya di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta masih terdapat adanya syarat-syarat yang tidak dilengkapi oleh 

penggugat, salah satunya seperti tidak dilengkapinya berkas gugatan dan 

sangketa.8  

Pelaksanaan persidangan menggunakan E-Court memiliki jadwal yang 

telah ditetapkan sehingga persidangan dapat berjalan lancar sesuai dengan 

jadwalnya. Adapun dalam pelaksanaannya persidangan secara elektronik 

dengan menggunakan aplikasi E-Court tersebut menggunakan jaringan publik 

langsung. Faktanya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menetapkan 

jadwal yang seharusnya dapat menjalankan persidangan secara elektronik 

dengan tepat waktu, tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memiliki 

kendala teknis dari jaringan publik yang sempat padam total dari pusat.9 

Pemadaman teknis dari jaringan publik pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara 

 
7 Pasal 9 PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasu Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara Elektronik. 
8 Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 

29 Maret 2023. 
9 Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Rabu 

29 Mart 2023. 
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pada tanggal 28 Maret 2023 terjadi sekitar kurang lebih 2 (dua) jam, maka 

kendala teknis tersebut menghambat jalannya persidangan menggunakan 

aplikasi E-Court sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam sistem informasi 

pengadilan.10 Berdasarkan kedua fakta tersebut maka persidangan menjadi 

tertunda dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, oleh karena itu hal tersebut tidak 

sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4). Sebagaimana Pasal 21 ayat (4) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “Persidangan secara elektronik 

dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal 

persidangan yang telah ditetapkan”.11 Maka persidangan tersebut memiliki 

jadwal yang tetap yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.  

Berdasarkan dari pemikiran diatas, penulis ingin menganalisis lebih 

jauh, mengenai bagaimana Implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha 

Negara menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta. Proses yang ingin penulis teliti ialah layanan dari E-Court 

tersebut dan juga dari proses persidangan melalui aplikasi E-Court karena 

keduanya saling berkaitan. 

 

 
10 Ibid 
11 Pasal 21 Peraturan Mahmakah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi E-Court berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019  

dalam penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan 

biaya ringan? 

2. Apa kendala E-Court dalam penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. untuk mengetahui implementasi E-Court berdasarkan PERMA 1 Tahun 

2019  dalam penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhan, dan biaya 

ringan; dan 

2. untuk mengetahui kendala dalam  E-Court dalam proses persidangan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 

Tahun 2019. 

D. Orisinalitas Penulisan 
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Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian 

terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut 

adalah: 

NO Nama Peneliti Judul Penelitian Perbedaan dan Persamaan 

1.  Adriansyah, 

2021 

Implementasi E Court 

Dan Dampaknya 

Terhadap Advokat 

Dalam Proses 

Penyelesaian Perkara 

Di Pengadilan Agama 

Watampone Kelas IA 

Dalam penelitian tersebut 

memiliki persamaan terhadap 

kajian mengenai Implementasi 

terhadap E-Court. Sementara 

perbedaannya adalah fokus kajian 

penelitian tersebut membahas 

mengenai Implementasi E-Court 

dan dampaknya terhadap advokat 

dalam proses penyelesian perkara 

di pengadilan Agama Watampone 

Kelas IA dan pencari 

keadilan/Advokat pada 

penerapan system E-Court, 

sedangkan dalam penelitian ini 

membahas mengenai 
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Implementasi E-Court dalam 

implementasi E-Court 

berdasarkan PERMA 1 Tahun 

2019 terhadap proses 

penyelesaian persidangan perkara 

di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta dan juga dalam 

penelitian ini ingin menganalisis 

apa kendala E-Court di 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta. 

2.  Muhammad 

Arief Ridha 

Rosyadi,  2021 

Implementasi Aplikasi 

E-Court Di Pengadilan 

Agama Samarinda 

Dalam penelitian ini memiliki 

persamaan terhadap kajian 

mengenai Implementasi 

mengenai E-Court dan persamaan 

penelitian ini ialah membahas 

mengenai asas sederhana, cepat, 

dan biaya ringan sesuai dengan 

PERMA 1 Tahun 2019. 

Sementara perbedaannya adalah 

fokus kajian penelitian tersebut 
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membahas Implementasi E-Court 

dalam Pengadilan Agama 

Samarinda dan mengkaji asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 

ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 

2009, sedangkan dalam penelitian 

ini mengkaji bagaimana 

Implementasi E-Court 

berdasarkan PERMA 1 Tahun 

2019 terhadap proses 

penyelesaian persidangan perkara 

di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta dan mengkaji dari 

asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan sesuai dengan PERMA 1 

Tahun 2019. 

3.  Ricki, 2021 Efektivitas Penggunaan 

E-Court Dalam 

Berperkara Di Masa 

Pandemi Covid 19 Pada 

Dalam penelitian ini memiliki 

persamaan  terhadap kajian 

mengenai efektivitas dari aplikasi 

E-Court tersebut menurut 
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Pengadilan Agama 

Polewali Kelas IB 

(Studi Terhadap 

PERMA No. 1 Tahun 

2019) 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019. 

Sementara perbedaannya adalah 

fokus kajian penelitian tersebut 

dari adalah untuk mengetahui 

dampak dalam penggunaan 

aplikasi E-Court dan untuk 

mengetahui peningkatan 

penggunaan aplikasi E-Court 

selama masa pandemic Covid 19 

pada Pengadilan Agama Polewali 

Kelas IB, sedangkan dalam 

penelitian ini membahas 

mengenai bagaimana 

implementasi E-Court serta 

mengkaji asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan, dan mengkaji 

efesiensi dari sitem E-Court 

berdasarkan PERMA 1 Tahun 

2019 terhadap proses 

penyelesaian persidangan perkara 
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di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara  

Peradilan Tata Usaha Negara ialah suatu administrasi negara yang 

menjalankan atau yang berfungsi sebagai penyelenggara atas urusan 

pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Menurut Prajudi Atmosudirjo 

Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi dua pengertian, yaitu artian 

luas dan artian sempit, dalam artian luas Peradilan Tata Usaha Negara 

menyangkut dalam pejabat, intansi administrasi negara yang bersifat 

perkara administrasi negara, perkara perdata, perkara agama, perkara adat 

dan perkara perdata. Artian sempit Peradilan Tata Usaha Negara ialah 

seuatu peradilan yang menyelesaikan perkara administrasi negara.12 

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut S.F 

Marbun13 secara filosofis ialah untuk memberikan perlindungan kepada hak 

perseorangan serta hak masyarakat, agar tercapai keserasian, keseimbangan 

serta kelarasan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan 

persorangan. Pengadilan Tata Usaha Negara ialah lembaga badan 

 
12 Prajudi Atmosudirjo, Administrasi negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 21. 
13 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia,Yogyakarta, 

Liberty, 1997, hlm. 27. 
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pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, serta berada dibawah 

Mahkamah Agung.  

Peradilan Tata Usaha Negara ini dijalankan dengan tujuan untuk 

memberikan perlindungan yang didasari oleh keadilan, kebenaran, 

ketertiban serta kepastian hukum untuk mencari keadilan rakyat yang 

merasa telah dirugikan oleh suatu tindakan hukum publik oleh pejabat 

administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan serta penyelesaian 

sangketa dalam bidang administrasi negara.14 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Rozali Abdullah 

ialah suatu rangkaian peraturan yang mengandung bagaimana cara orang 

harus bertindak, untuk menjalankan peraturan Hukum Tata Usaha Negara 

(Hukum Administrasi Negara). Sebagimana hukum yang mengatur 

mengenai cara bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan menyusun 

hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam proses penyelesaian 

sengketa tersebut.15 

Ahli hukum mengemukakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 

Negara ialah “untuk menunjukkan sifatnya yang contentieux, karena dalam 

 
14 Hendrik Salmon, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan 

Suatu Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Sasi Vol.16 No. 4, 2010. 
15 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1994, hlm. 1-2. 
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hukum acara Tata Usaha Negara ada aspek contentieux dan ada aspek non 

contentieux berupa prosedur pemerintahan misalnya prosedur perizinan.”16  

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berbeda dengan Hukum 

Acara Perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu 

pengajuan gugatan yang hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 

hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan/Pejabat Tata  Usaha 

Negara. Gugatan yang diajukan oleh penggugat kareba adanya keputusan 

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

dianggap merugikannya. 17 

Tolok ukur subjek yang bersangketa pada Pasal 1 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “tergugat adalah Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan 

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang 

digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. Wewenang yang dimaksud 

dalam hal ini tentu wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.18  

2. Teori Efektivitas Hukum 

Teori efektivitas pada hakekatnya berasal dari kata efektif yang berarti 

memiliki pengertian dicapainya keberhasilan untuk meraih tujuan yang 

 
16 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the 

Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada Univesity Press, Surabaya, 1999, hlm. 331 
17 A. Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung, PT Refika Aditama, 

hlm. 21. 
18 Ibid. 
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ditetapkan. Efektivitas ialah kemamampuan dalam menjalankan tugas serta 

fungsi yang dalam melaksanakannya tidak terdapat sebuah tekanan diantara 

pelaksanaannya. Efektivitas dapat diartikan jika indicator efektivitas berarti 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan dan sebelum tujuan tersebut 

ditentukan maka sebelumnya adalah suatu pengukuran yang target tersebut 

telah tercapai seperti yang telah direncanakan.19 

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum merupakan efektif 

ialah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum 

juga bisa disebut efektif jika ia telah terdapat dampak hukum yang positif, 

ketika saat itu hukum telah mencapai sasarannya dalam membimbing 

ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.20 

Efektivitas hukum ini yang mengartikan bahwa dalam berbuat sesuatu harus 

benar-benar sesuai dengan norma-norma hukum, bahwa norma-norma 

tersebut benar dijalankan, diterapakan serta juga dipatuhi. 

3. Tinjauan Umum E-Court 

1. Pengertian serta Sejarah Aplikasi E-Court di Indonesia 

E-Court adalah sebuah aplikasi yang terbentuk untuk pelayanan 

pedaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya 

perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan dengan 

 
19 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakart, Pustaka Belajar, 2009, hlm.13 
20 Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja 

Karya. 1988. hlm. 80. 
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cara saluran elektronik. Tetapi pelayanan dari aplikasi E-Court tersebut 

hanya diperuntukan bagi pengguna yang telah terdaftar.  

E-Court menjadi kebijakan Mahkamah Agung diatur dalam 

PERMA Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang sebagaimana 

peraturan ini telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik perlu didukung dalam pelaksanaannya.  

E-Court diresmikan setelah setahun berjalan, melalui ketua 

Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 

19 Agustus 2019, yang dimana tanggal tersebut bersamaan dengan 

tanggal hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-74, yang diatur dalam 

PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara serta Persidangan di Pengadilan secara 

Elektronik.21 

2. Dasar Hukum Aplikasi E-Court 

Dasar hukum dari aplikasi E-Court:  

1. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;  

 
21Muhammad Jazil Rifqi, Perkembangan dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Pengadilan 

Agama, Al-QadaU, Vol 7 No 1, 2020, hlm. 78 
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2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;  

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi 

dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. PERMA Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.22 

4. Tinjauan Umum Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini diatur dalam Pasal 

4 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu pencari keadilan dan 

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” UU Nomor 48 Tahun 

2009. 

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bertujuan untuk 

menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat atau singkat agar tidak 

banyak memakan waktu, dengan cara yang sederhana dalam menyelesaikan 

 
22Mahkamah Agung Republik Indonesia, Definisi E-Court, 2020 (https://www.pta-

banjarmasin.go.id/) . Diakses tanggal 22 Febuari 2023, Pukul 01:24 WIB  
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sebuah perkara dengan solusi yang efektif dan efisien, serta dengan biaya 

ringan yaitu berarti dalam hal ini menetapkan bahwa masyarakat tidak 

membutuhkan biaya yang besar sehingga masyarakat yang berperkara tidak 

terbebani dengan adanya biaya yang besar maka ditetapkan dengan prinsip 

asas biaya ringan.  

Tujuan dan maksud dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan ini agar 

sesuai dengan prosedur yang sama dengan kesederhanaan hukum acara, 

tidak banyak memakan waktu yang mungkin bisa hingga bertahun-tahun, 

dan agar lebih memudahkan dalam melakukan proses persidangan tidak 

mempersulit hakim dalam proses persidangan dan agar tidak berbelit-belit 

serta melindungi hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan secara 

cepat agar mendapatkan kepastian hukum. 

Mahkamah Agung berusaha untuk muwujudkan misi untuk 

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan juga 

transparasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan 

dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, dalam pelaksanaan 

mengenai pengawasan serta pembinaan yang efektif dan efisien. Mahkamah 

Agung menetapkan asas ini untuk melindungi tindakan semena-mena dari 

aparat penegak hukum, mulai dari pemeriksaan permulaan, penuntutan 

ataupun di persidangan pengadilan. Maka dari itu dibutuhkannya petugas 

yang jujur serta memiliki disiplin yang tinggi. Jika hal tersebut diabaikan, 

maka bisa timbulnya penyimpangan, kolusi serta manipulasi hukum. 
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F. Definisi Operasional 

1. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai  pengadilan kasasi yang 

bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan 

kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-

Undang disetiap wilayah negara Republik Indonesia yang diterapkan secara 

adil, tepat dan benar.23 Mahkamah Agung bertugs dan berwenang 

memeriksa dan memutuskan: 

a. permohonan kasasi; 

b. sangketa tentang kewenangan mengadili; 

c. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.24 

2. Negara Hukum (Rechtsstaat) 

Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum 

dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas 

dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum”. Garry F Bell dalam buku nya The New Indonesia laws Relating 

to Regional Autonomiy Good Intens, confusing laws yang dikutip oleh 

 
23 Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, https://jdih.mahkamahagung.go.id/, Diakses 

tanggal 24 Juni 2023, Pukul 14:27 WIB. 
24 Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 81. 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/
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Denny Indrayana bahwa dalam konteks Negara hukum Indonesia 

mendekati konsep continental (rechsstaat). Memperhatikan konsep ngara 

hukum oleh Ismail sunny dalam bukunya Titik Triwulan Tutik pokok pokok 

Tata Negara mencatat ada empat syarat Negara hukum, yaitu.25 

1. Hak Asasi Manusia  

2. Pembagian Kekuasaan  

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang  

4. Peradilan Administrasi 

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pancasila yang 

mengedepankan norma norma hukum mengingat Indonesia menganut 

paham eropa continental yang berlandaskan asas rechstaat atau Negara 

hukum. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa pemeriksa suatu masalah hukum tertentu, 

dengan menganalisa juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta hukum tersebut, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

 
25 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, 

hlm. 119. 
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permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalah hukum yang 

bersangkutan.26 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris, dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara,  dan studi pustaka untuk 

mendeskripsikan penelitian tentang Implementasi Aplikasi E-Court 

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penyusunan penulisan skripsi ini, metode pendekatan penelitian yang 

akan digunakan ialah pendekatan Undang- Undang yang berarti 

mensyaratkan untuk wajib mendalami semua undang-undang yang 

berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yaitu dengan mengkaji 

ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederharna, cepat dan biaya 

ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dipersidangan guna 

mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. 

Mengkaji permasalahan dari segi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

 
26 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43. 
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah: 

a. implementasi E-Court berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019  dalam 

penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan 

biaya ringandan; dan 

b. kendala E-Court dalam penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini, ialah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta dan beberapa aparatur yang berada di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta, Advokat LKBH Universitas Islam Indonesia, dan 

Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana implementasi aplikasi 

E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta. 

6. Sumber Data Penelitian 
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a. Sumber Data Penelitian Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber 

hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan 

perundang-undangan, risalah, dokumen resmi negara dan putusan 

pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman; dan 

2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi 

Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;  

4) Keputusan Ketua Mahkamah Agaung Republik Indonesia 

No.129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik; 

b. Sumber Data Penelitian Skunder 

Bahan hukum sekunder ialah segala publikasi mengenai hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat diperoleh 

dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian, yang dapat kita tinjau dari: 

1) buku-buku yang berhubungan dengan penelitian penulis; 
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2) hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, 

desertasi, makalah dibidang hukum serta artikel lain yang 

berkaitan dengan penelitian penulis; dan 

3) situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum Tersier yaitu bahan memberi petunjuk ataupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder yang berkaitan 

dengan penelitian ini diataranya seperti surat kabar, internet, kamus 

Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka 

terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. 

b. Wawancara 

Wawancara ialah pengumpulan data dengan cara mejalankan 

komunikasi langsung dengan narasumber agar memperoleh 

informasi atau mendukung objek penelitian dan wawancara yang 

dilakukan ialah wawancara secara sistematis dan terorganisir yang 

akan dilaksanakan dengan peneliti sebagai wawancara dengan 
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beberapa aparatur yang berada di Pengadilan Tata Usaha 

Yogyakarta, beberapa Advokat LKBH Universitas Islam Indonesia, 

serta Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan 

persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada narsumber secara langsung. 

H. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara empiris. 

Menganalisis suatu objek penelitian serta diuraikan dalam bentuk kalimat 

serta penjelasan yang tidak berbentuk data statistik dengan dikaji 

berdasarkan pada teori dan pengertian-pengertian hukum. Serta data yang 

dimaksud mengandung penjelesan terhadap data hasil wawancara, 

peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi 

kepustkaaan yakni literatur yang yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

I. Kerangka Skripsi  

Susunan penulisan skripsi “IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT 

BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 

TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

YOGYAKARTA” ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab berbeda-beda 
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pembahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menganalisis dan 

menjawab masalah. Susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab I ini memberikan uraian awal dari penulisan skirpsi 

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi 

operasional, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

ini dan yang terakhir ialah sistematika penulisan. 

BAB II  KERANGKA TEORI TINJAUAN UMUM MENGENAI 

Pada bab II ini menguraikan hasil kepustakaan yang isinya 

antara lain: tinjauan umum mengenai E-Court yang berisi 

mengenai pengertian serta sejarah E-Court dan berisi dasar 

hukum atas E-Court, tinjauan umum asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan, tinjauan umum mengenai pengadilan tata usaha 

negara, teori efektivitas hukum serta peradilan dalam islam. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab III ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada 

rumusan masalah antara lain, mengenai implementasi E-Court 

terhadap proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dan bagaimana 
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kendala E-Court berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 terhadap 

proses persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta. 

BAB IV  PENUTUP
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BAB II 

TINJAUAN UMUM  TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, 

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN E-COURT. 

 

A. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara  

Peradilan Tata Usaha Negara ialah suatu administrasi negara yang 

menjalankan atau yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak 

perorang dan juga hak masyarakat agar terhindar dari tindakan sewenang-

wenang penguasa yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Fungsi lain 

dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara ini ialah untuk pemerintah, 

wajib terus menerus membina, menyempurnakan, serta menertibkan aparatur 

dibidang Tata Usaha Negara, agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan hukum, guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, efesien, 

efektif, serta berwibawa.27 

Pengadilan Tata Usaha Negara terbentuk dengan keputusan Presiden dan 

Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara lalu dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009.28 Peradilan Tata Usaha Negara juga 

memberikan perlindungan yang didasari oleh keadilan, kebenaran, ketertiban 

serta kepastian hukum untuk mencari keadilan rakyat yang merasa telah 

 
27 Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19. 
28 Sf Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 1.  
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dirugikan oleh suatu tindakan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, 

melalui pemeriksaan, pemutusan serta penyelesaian sangketa dalam bidang 

administrasi negara.  

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan sidang 

paripurna yang membahas RUU-PTUN pada tanggal 29 April 1986, dalam 

sidang paripurna tersebut membahas 2 (dua) tujuan umum yang dianggap 

penting dalam pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara untuk 

menyelesaikan sangketa antara pemerintah dan masyarakat, sangketa yang 

muncul karena adanya tindakan pemerintah yang dianggap telah melanggar 

hak warga negara.  Adapun tujuan dari pembentukan Peradilan Tata Usaha 

Negara, yakni: 

1. memberikan perlindungan terhadap hak rakyat yang bersumber dari 

hak individu; dan 

2. memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang didasari 

pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam 

masyarakat tersebut.29 

Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dikatakan peradilan ketika telah 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

 
29 W. Riawan Tjandra, Mengenal Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1995, hlm. 1. 
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1. adanya sebuah instansi/badan yang netral serta dibuat 

berdasarkan peraturan perundang-undang, kemudian 

mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan; 

2. terdapat suatu peraturan hukum yang absrak mengikat secara 

umum; 

3. terdapat suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan 

kepastian hukum; 

4. memiliki sekurang-kurangnya dua pihak; dan 

5. memiliki hukum formal.30 

Pemerintah memberikan wewenang untuk melaksanakan perbuatan Tata 

Usaha Negara. Perbuatan tersebut dikelempokan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. mengeluarkan keputusan (beschikking); 

2. mengeluarkan peraturan (regeling); dan 

3. melakukan perbuatan materiil (matriele daad).31 

Menurut Prajudi Atmosudirjo Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi 

dua pengertian, yaitu artian luas dan artian sempit, dalam artian luas Peradilan 

Tata Usaha Negara menyangkut dalam pejabat, intansi administrasi negara 

yang bersifat perkara administrasi negara, perkara perdata, perkara agama, 

 
30 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, 

Alumni, Bandung, 1985, hlm. 30. 
31 Sf Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 28. 
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perkara adat dan perkara perdata. Artian sempit Peradilan Tata Usaha Negara 

ialah seuatu peradilan yang menyelesaikan perkara administrasi negara.32 

Proses pemeriksaan di persidangan pada Peradilan Tata Usaha Negara 

memiliki tahapan, yaitu33: 

1. pembacaan  gugatan  (Pasal 74 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1986), pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi 

gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, 

dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan 

untuk mengajukan jawabannya; 

2. pembacaan  jawaban  (Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986); 

3. replik  (Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), 

penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya 

sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak 

merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oeh 

hakim; 

4. duplik  (Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), 

tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya 

sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak 

 
32 Prajudi Atmosudirjo, Administrasi negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 21. 
33 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus 

dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim; 

5. pembuktian  (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yang 

dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut: 

a. surat atau tulisan; 

b. keterangan ahli; 

c. keterangan saksi; 

d. pengakuan para pihak; 

e. pengetahuan hakim; 

6. kesimpulan  (Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), 

dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak 

diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir 

berupa kesimpulan masing-masing; 

7. putusan  (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), 

pembacaan  putusan  Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: 

“(1) putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum; 

(2) apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada 

waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang 

salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang 

bersangkutan; dan 

(3) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum”; 
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8. materi  muatan  putusan  (Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986): 

a. kepala putusan yang berbunyi : ”demi keadilan berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa”; 

b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat 

kedudukan para pihak yang bersengketa; 

c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 

d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang 

terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 

e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 

f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara ; dan 

g. hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, 

serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak; 

9. amar  putusan  (Pasal 97 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986): 

a. gugatan ditolak; 

b. gugatan dikabulkan; 

c. gugatan tidak diterima; 

d. gugatan gugur. 

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ialah karena adanya 

peningkatan peranan Pemerintah dalam makna kualitatif ataupun kuantitatif 
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yang merupakan akibat dari eksistensi Negara Hukum Modern. Menurut S.F 

Marbun secara filosofis Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan 

perlindungan kepada hak perseorangan serta hak masyarakat, agar tercapai 

keserasian, keseimbangan serta kelarasan antara kepentingan masyarakat dan 

kepentingan persorangan.34 Pengadilan Tata Usaha Negara ialah lembaga 

badan pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, serta berada 

dibawah Mahkamah Agung. 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah sebuah turan hukum yang 

mengatur bagaimana prosedur atau tata cara perlengkapan tata negara atau tata 

usaha negara melaksanakan tugasnya dalam menjalankan tugasnya guna 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hukum Acara Peradilan Tata 

Usaha Negara memiliki istilah lain yitu “Hukum Acara Peradilan Administrasi 

Negara” dan “Hukum Acara Peradilan Administrasi” dua istilah lain ini 

memiliki maksud yang hampir sama.35 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Rozali Abdullah ialah 

suatu rangkaian peraturan yang mengandung bagaimana cara orang harus 

bertindak, untuk menjalankan peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum 

Administrasi Negara). Sebagimana hukum yang mengatur mengenai cara 

bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan menyusun hak dan kewajiban 

 
34 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta, 

1997, hlm. 27. 
35 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1997, hlm. 23. 
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para pihak yang terikat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.36Ahli 

hukum mengemukakan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ialah 

“untuk menunjukkan sifatnya yang contentieux, karena dalam hukum acara 

Tata Usaha Negara ada aspek contentieux dan ada aspek non contentieux 

berupa prosedur pemerintahan misalnya prosedur perizinan.”37  

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara memperturutkan ketentuan prosedur berperkara diatur bersama dengan 

hukum materiil, kompentensi dari badan yang melakukan peradilan dalam 

bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Peradilan Tata Usaha Negara 

memperturutkan ketentuan tersebut karena dalam undang-undang Peradilan 

Tata Usaha Negara tersebut mengandung hukum materiil dan sekaligus hukum 

formilnya.38 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara memiliki spesifikasi yang 

dikemukakan dengan asas-asas yang menjadi landasan Hukum Acara 

Peradilan Tata Usaha Negara, beberapa landasan asas tersebut, yakni39: 

1. asas praduga rechtmatig, semua tindakan pemerintah selalu 

dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan; 

 
36 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1994, hlm. 1-2. 
37 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the 

Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada Univesity Press, Surabaya, 1999, hlm. 331 
38 Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi 

(HAPLA), Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 1. 
39 Rizky Pratama, Asas-Asas Hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 

Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol.2 No.1, Febuari 2023, hlm. 18-21. 
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2. asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan 

keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan, kecuali ada 

kepentingan yang mendesak dari penggugat; 

3. asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas 

dari segala campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung bermaksud untuk mempengaruhi 

keobyektifan putusan pengadilan; dan 

4. asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak 

berbelit-belit, dengan hukum acara yang mudah dipahami peradilan 

akan berjalan dalam waktu yang relative cepat. 

Adapun ciri khusus Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi 

bahan pemahaman dalam jalannya peradilan. Ciri khusus tersebut, antara 

lain40: 

1. peranan hakim yang aktif karena telah dibebani tugas untuk mencari 

kebenaran materiil; 

2. memiliki ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan 

Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara). Maka perlu diatur adanya 

kompensasi, sebab diasumsikan jika kedudukan Penggugat (orang 

 
40 Elidar Sari dan Hadi Iskandar, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, CV. 

BieNa Edukasi, Aceh, 2014, hlm. 12. 
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atau badan hukum perdata), memiliki posisi yang lebih lemah 

dibandingkan Tergugat yang sebagai selaku pemegang kekuasaan 

publik;  

3. sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas; 

4. gugatan di Pengadilan tidak mutlak dan bersifat menunda 

pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara yang digugat;  

5. putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat, tetapi 

dimungkinkan membawa Penggugat ke dalam keadaan yang lebih 

buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-undang; 

6. putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang 

bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait;  

7. para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar 

penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya;  

8. dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari Penggugat; 

dan 

9. kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil Denggan tujuan 

menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan 

perseorangan dengan kepentingan. 

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki dasar hukum, yaitu Peradilan 

Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah 
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direvisi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan saat ini telah direvisi kembali dengan 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara.41 

Subjek Sangketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki 

pengertian didalam Pasal 1 angka 10 pada perubahan kedua Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009) yang disimpulkan unsur dari sangketa Tata Usaha Negara, ialah42: 

a. subjek yang bersangketa ialah orang atau badan hukum privat 

disatu pihak dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dilain 

pihak; dan 

b. objek sangketa ialah keputusan yang dikeluarkan oleh badan 

atau pejabat Tata Usaha Negara. 

Sengketa Tata Usaha Negara ialah sengketa yang muncul dalam 

bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata 

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di 

 
41 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Peraturan Perundang-undangan terkait Peradilan 

Tata Usaha Negara, https://ptun-manado.go.id/, Diakses tanggal 01 April 2023, Pukul 16.46 WIB 
42 Elidar Sari dan Hadi Iskandar, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, CV. 

BieNa Edukasi, Aceh, 2014, hlm. 17 

https://ptun-manado.go.id/
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daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, 

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundangundangan yang berlaku.43 Subjek hukum yang dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk 

menggugat keputusan Tata Usaha Negara ialah orang atau badan hukum 

perdata. Untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Orang atau Badan Hukum Perdata yang 

kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara 

segera dikeluarkan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan 

diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. 

Adapun objek sangketa tata usaha negara, ialah sebuah keputusan 

yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang suatu 

penetapannya tertulis berisi tindakan hukum tata usaha negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, bersifat 

konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata. Adapun objek sangketa Tata 

Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ialah44: 

 
43 Elidar Sari dan Hadi Iskandar, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, CV. 

BieNa Edukasi, Aceh, 2014, hlm.6.  
44 Ibid, hlm. 21. 
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1. penetapan tertulis, terpenting menunjukkan pada isi, bukan 

bentuk keputusan yang dikeluarkan. Persyaratan ini agar dapat 

memudahkan dalam pembuktian. Jadi nota atau memo dapat 

disamakan dengan penetapan tertulis, tetapi memiliki syarat; 

a. badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang 

mengeluarkannya; 

b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut; dan 

c. kepada siapa tulisan tersebut ditujukan dan apa yang 

ditetapkan di dalamnya; 

2. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 

3. memiliki isi sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

4. bersifat kongkrit, individual, dan final; dan 

5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata. 

B. Teori Efektivitas Hukum 

Teori efektivitas pada hakekatnya berasal dari kata efektif yang berarti 

memiliki pengertian dicapainya keberhasilan untuk meraih tujuan yang 

ditetapkan. Efektivitas ialah kemamampuan dalam menjalankan tugas serta 

fungsi yang dalam melaksanakannya tidak terdapat sebuah tekanan diantara 

pelaksanaannya. Efektivitas dapat diartikan jika indicator efektivitas berarti 
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tercapainya tujuan yang telah ditentukan dan sebelum tujuan tersebut 

ditentukan maka sebelumnya adalah suatu pengukuran yang target tersebut 

telah tercapai seperti yang telah direncanakan.45  

Hans Kelsen berpendapat bahwa efektivitas berkaitan dengan Validitas 

hukum.  Validitas hukum adalah norma hukum yang mengikat, sehingga 

orang harus berbuat, mematuhi, serta menerapkan norma- norma hukum. 

Efektivitas hukum ialah  orang yang berbuat sesuai dengan ketentuan norma 

hukum sebagaimana norma itu telah diterapkan dan dipatuhi.46 Menurut 

Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum merupakan efektif ialah taraf 

sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum juga bisa 

disebut efektif jika ia telah terdapat dampak hukum yang positif, ketika saat 

itu hukum telah mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah 

perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.47  

Efektivitas hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi 

efektivitas dari hukum tersebut,48 yaitu: 

1. faktor hukumnya sendiri, menurut Soerjono Soekanto efektivitas 

faktor hukum sendiri ini seperti adanya aturan yang mengatur 

tentang bidang kehidupan yang telah sistematis, sinkron, secara 

 
45 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009, hlm.13 
46 Ibid, hlm.12. 
47 Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja 

Karya. 1988. hlm. 80. 
48Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8. 
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hierarki serta horizontal sudah tidak memiliki pertentangan, adapun 

peraturan yang mengatur dibidang kehidupan telah mencukupi 

secara kualitatif serta kuantitatif, dan persyaratan yuridisnya telah 

sesuai maka adanya peneribitan peraturan;49 

2. faktor penegak hukum, dalam faktor penegak hukum hendaknya 

memiliki aparatur yang handal agar tugas yan diberikan kepada para 

aparat dapat berjalan dengan baik, soerjono Soekanto berpendapat 

masalah efektivitas hukum dari faktor penegak hukum ini 

tergantung dengan; 

a. sejauh mana petugas tunduk pada peraturan peraturan saat 

ini; 

b. sampai batas mana petugas diperkenankan memberi 

kebijaksan; 

c. teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 

kepada masyarakat; dan 

d. sampai mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 

yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-

batas yang tegas pada wewenangnya;50 

 
49 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm. 80. 
50 Soerjono SOekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 82.  



42 
 

3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah berhubungan 

dengan sarana dan prasarana yang akan memberikan kontribusi 

untuk kelancaran dalam menjalankan tugas aparat di lokasi kerjanya 

guna memberikan kefektivitasan sebagimana mestinya, adapun 

prasarana yang dimaksud, yaitu: 

a. prasarana yang ada harus dipelihara dengan baik, 

sebagaimana yang belum ada-diakan, yang rusak-diperbaiki; 

b. prasarana yang kurang-ditambah; dan 

c. prasarana yang fungsinya mengalami penurunan-

ditingkatkan 

faktor berjalan dengan lancar penegakan hukum salah satunya yaitu 

karena adanya sarana dan fasilitas ini. Menyerasikan peranan 

penegak hukum dengan peranan yang actual harus dengan adanya 

sarana dan fasilitas; 

4. faktor masyarakat, efektivitas dengan faktor masyarakat ini 

memberikan pengertian jika kepatuhan masyarakat tergantung dari 

adanya dorongan secara internal, adapun kondisi masyarakat yang 

menjadi pengukur efektivitas seperti adanya faktor penyebab 

masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, 

aparat sudah berwibawa serta fasilitas yang mencukupi, maka dari 

itu secara individual harus ditingkatkan dorongan motivasi dalam 
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disiplin, sebab kepatuhan hukum masyarakat menjadi parameter 

mengenai efektivitas atau tidaknya hukum itu; dan 51  

5. faktor kebudayaan, faktor ini didalamnya terdapat masalah sebuah 

sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non 

material, nilai yang dicakup oleh sistem kebudayaan didasarkan 

oleh hukum yang berlaku, serta nilai yang konspsi-konsepsi absrak 

tentang hal yang dianggap baik hingga hal yang dianggap buruk, 

adapun dalam nilai faktor budaya dan masyarakat harus diserasikan, 

keserasian tersebut diharapkan agar terjalinnya hubungan timbal 

balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia agar hukum 

perundang-undang dapat berjalan dengan efektif serta dapat 

menempati hukum pada tempatnya.52 

Efektivitas hukum dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengartikan 

bahwa dalam berbuat sesuatu harus benar-benar sesuai dengan norma-

norma hukum, bahwa norma tersebut benar dijalankan, diterapakan serta 

juga dipatuhi. Hukum dapat efektif jika  faktor yang mempengaruhi hukum 

tersebut berfungsi dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu peraturan 

perundang-undang yang berlaku dapat diukur melalui perilaku masyarakat.  

 
51 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm. 85. 
52 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 87. 
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Efektivitas juga ialah ukuran yang menetapkan seberapa jauh target 

kuatitas, target kualitas, dan target waktu yang sudah dipenuhi oleh 

manajemen. Suatu kegiatan sudah bisa dikatakan efektif jika kegiatan 

tersebut sudah mencapai tujuannya.  

C. Tinjauan Umum E-Court 

Pada tahun 2018, terbentuknya terobosan yang memiliki ide gagasan 

untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yaitu seperti teknologi 

informasi yang secara perlahan proses administrasi peradilan tersebut 

mengalami perubahan dari system analog menjadi system digital dengan 

cara mengaplikasikan digitalisasi perkara melalui system electronic court 

(E-Court).53 E-Court adalah sebuah aplikasi yang terbentuk untuk 

pelayanan pedaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar 

biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan 

dengan cara saluran elektronik.  

Aplikasi E-Court telah dibentuk dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang 

memiliki dasar hukum, yaitu54: 

1. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan; 

2. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; 

 
53 Rozy Alifian Mukhtar, Mahkamah Agung Menuju Lembaga Peradilan Modern Berbasis 

Ecourt, 2020, https://www.pa-bawean.go.id/ ,Diakses tanggal 22 Mei 2023, Pukul 04:09 WIB 
54 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Definisi E-Court, 2020 (https://www.pta 

banjarmasin.go.id/) . Diakses tanggal 22 Febuari 2023, Pukul 01:24 WIB 

https://www.pa-bawean.go.id/
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3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat  Banding, Kasasi 

dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. PERMA Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 

di Pengadilan secara Elektronik. 

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 

Pelayanan dari aplikasi E-Court tersebut hanya diperuntukan bagi 

pengguna yang telah terdaftar. Pengguna terdaftar ialah advokat yang telah 

memenuhi persyaratan serta pengguna lain adalah subjek hukum selain 

advokat (perorangan, kementrian/lembaga, BUMN atau badan usaha lain 

milik pemerintah, kejaksaan sebagai pengacara negara, badan hukum, dan 

kuasa insidentil) yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan layanan 

E-Court tersebut.55 

E-Court menjadi kebijakan Mahkamah Agung diatur dalam 

PERMA Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang sebagaimana 

peraturan ini telah diubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

 
55 Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakata, 29 Maret 2023 
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Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

perlu didukung dalam pelaksanaannya, setelah adanya evaluasi atas 

pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih terdapat kendala yang 

perlu penyempurnaan, maka terbentuklah Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik.  

E-Court diresmikan setelah setahun berjalan, melalui ketua 

Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung Jakarta pada tanggal 19 

Agustus 2019, yang dimana tanggal tersebut bersamaan dengan tanggal hari 

ulang tahun Mahkamah Agung ke-74, yang diatur dalam PERMA Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara serta 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.56   

Keuntungan dalam penggunaan E-court yaitu seperti pemanggilan 

para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan 

berdasarkan pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi 

serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-

masing lingkungan peradilan.57 PERMA telah bahwa menyatakan peraturan 

 
56 Muhammad Jazil Rifqi, Perkembangan dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Pengadilan 

Agama, Al-QadaU, Vol 7 No 1, 2020, hlm. 78 
57 Ocarina, Majolica Fae, Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada 

Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid19, Jurnal Syntax Transformation, vol 2.4, 2021, hlm. 496-

507. 
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ini ditujukan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi 

perkara di Pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya 

tertib administrasi perkara yang professional transparan, akuntabel, efektif, 

efisien, dan modern. 

Adanya E-Court membuat pihak yang berhalangan untuk hadir ke 

Pengadilan dapat tetap melaksanakan persidangan misalkan dalam tahap 

replik, tanpa datang ke Pengadilan cukup membuat replik kemudian dikirim 

dan selesai lalu diverifikasi oleh majelis sehingga pihak lain dapat membaca 

serta menyiapkan bantahan terhadap apa yang telah di ajukan. E-Court 

memudahkan berjalannya sebuah proses persidangan sebab dengan 

menggunakan aplikasi E-Court subjek hukum tidak perlu lagi datang ke 

Pengadilan, sehingga subjek hukum yang lokasinya jauh tidak perlu dating, 

maka dari hal ini dapat mengurangi biaya yang digunakan yaitu dalam hal 

biaya transportasi, persidangan juga menjadi cepat dan sederhana. 

Pelaksanaan E-Court mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan, sebab dalam pelaksanaannya tidak lagi menggunakan cara 

pemanggilan secara manual untuk para pihak sebab dengan adanya E-Court 

pemanggilan dapat dilaksanakan dengan secara elektronik diawali dengan 

pembuatan akun. Pembuatan akun tersebut dibuat di Pengadilan atau bisa 

mengakses langsung ke https://ecourt.mahkamahagung.go.id. Untuk badan 

hukum akun hanya berlaku untuk satu perkara, sedangkan untuk pengacara 
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akunnya dapat digunakan untuk berbagai perkara. Adapun dalam melalui 

aplikasi E-Court memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 

1. lebih menghemat biaya serta waktu saat melakukan proses 

pendaftaran perkara; 

2. melakukan pembayaran biaya panjar bisa dilakukan melalui 

saluran multi chanel dan bank; 

3. dokumen tersimpan dengan baik serta dapat diakses melalui 

berbagai lokasi dan media; dan 

4. proses dalam penemuan data yang dapat lebih cepat dilakukan. 

D. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam UU 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan 

Pasal 4 ayat (2) . 58 Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk 

menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat atau singkat agar tidak 

banyak memakan waktu, dengan cara yang sederhana dalam menyelesaikan 

sebuah perkara dengan solusi yang efektif dan efisien, serta dengan biaya 

ringan. Hal ini menetapkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan biaya 

yang besar sehingga masyarakat yang berperkara tidak terbebani dengan 

adanya biaya yang besar maka ditetapkan dengan prinsip asas biaya ringan.  

 
58 Undang-undang  Nomor 4 Tahun 2004 tentang  Kekuasaan Kehakiman 
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Makna dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan ialah asas “cepat” 

secara bahasa yang memiliki arti waktu singkat. Cepat atau yang mengacu 

pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara dan proses dalam 

lamanya proses peradilan dilakukan secara tidak berbelit-belit oleh hakim 

agar proses peradilan tidak memakan waktu yang lama.  

Asas “sederhana” yang memiliki makna kaidah hukum yang tata cara 

pemeriksaan perkara haruslah sederhana mudah dimengerti oleh pencari 

keadilan serta tidak berbelit-belit dan tidak terlalu formalistik.59 Menurut 

Sudikno Mertokusumo maksud dari sederhana  ialah acara yang jelas, 

mudah di pahami serta juga tidak berbelit-belit. Semakin sedikit serta 

sederhana formalitas yang di wajibkan atau diperlukan dalam beracara di 

muka pengadilan, maka akan semakin baik.60 

Asas “biaya ringan” secaara bahasa biaya yang memiliki arti uang yang 

dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan, suatu administrasi atau 

ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya, biaya 

perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan mengacu 

pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari 

keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.61 

 
59 Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman, Makassar, 2012, hlm. 14. 
60 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 36. 
61 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung, 1992, hlm. 74. 
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Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam 

pengadilan ketika proses penanganan perkara tidak mengsampingkan suatu 

aturan yang bisa mengurangi pertimbangan hakim yang menggunakan 

ketelitian serta kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam 

memutuskan sebuah perkara. Tujuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

ini agar sesuai dengan prosedur yang sama dengan kesederhanaan hukum 

acara, tidak banyak memakan waktu yang mungkin bisa hingga bertahun-

tahun, dan agar lebih memudahkan dalam melakukan proses persidangan 

tidak mempersulit hakim dalam proses persidangan dan agar tidak berbelit-

belit serta melindungi hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan 

secara cepat agar mendapatkan kepastian hukum. 

Mahkamah Agung menetapkan asas ini untuk melindungi tindakan 

semena-mena dari aparat penegak hukum, mulai dari pemeriksaan 

permulaan, penuntutan ataupun di persidangan pengadilan. Maka dari itu 

dibutuhkannya petugas yang jujur serta memiliki disiplin yang tinggi. Jika 

hal tersebut diabaikan, maka bisa timbulnya penyimpangan, kolusi serta 

manipulasi hukum. 

Dalam proses pelaksanaan peradilan ditingkat pemeriksaan sidang asas 

ini memiliki nilai-nilai dasar yang membentuk tujuan hukum itu sendiri, 
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yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Asas ini mencakup 

aspek pengaturan, kelembagaan, serta proses peradilan.62 

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diimplementasikan dalam 

wujud nyata lembaga peradilan, seperti: 

a. proses peradilan yang disederhanakan; 

b. memiliki batasan waku yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undang dalam prosedur perkara dipengadilan; dan 

c. memiliki peluang untuk masyarakat miskin berperkara secara 

prodeo, walaupun dalam prinsip berperkara di pengadilan 

dikenakan biaya. 

Makna dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya sekedar 

mengarah kepada unsur kecepatan dan biaya ringan dalam beracara di 

pengadilan, serta bukan untuk menuntut hakim melakukan pemerikasaan 

secara lebih cepat dari biasanya atau waktu hanya satu atau dua jam, yang di 

harapkan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan ialah adanya sebuah 

praktek pelayanan dan pemeriksaan yang tidak memakan waktu yang lama 

serta juga biaya yang tidak relevan. 

E. Peradilan Islam 

 
62 Moh. Amir Hamzah, Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding, Malang, 2005, hlm. 

54   



52 
 

Peradilan ialah suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian 

perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-

lembaga tertentu dalam pengadilan.63 Peradilan syariah islam (shariah court) 

merupakan suatu sistem peradilan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh 

penguasa atas dasar perintah Allah dalam agama islam dan merupakan bagian 

tak terpisahkan dalam pengamalan agama islam berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah, asas rahmatan lil alamin dan penghargaan terhadap hak asasi 

manusia.64 

Peradilan islam ialah istilah peradilan diambil dari kata qadla yang 

secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan 

kata qadla menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada 

dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT. Qadla dibagi 

oleh sebagian ahli menjadi65 : 

1. hakim, hakim ialah orang yang diangkat oleh penguasa, bertujuan 

untuk menyelesaikan persangketaan serta dakwah; 

2. hukum, hukum ialah keputusan qadli, bertujuan untuk 

menyelesaikan serta memutuskan masalah persengketaan, bentuk 

keputusan tersebut dikatakan “qadla’ ilzam” yang berarti 

 
63 Zaini Ahmad Nuh, Hakim Agama dari Masa ke Masa, Jakarta, 1995, hlm. 15. 
64 Moekti Arto, Modul Sistem Peradilan Islam, Yogyakarta 
65 Ibid  
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menetapkan hak hukuman kepada salah satu pihak serta “qadla’ 

tarki” yang berarti penetapan berupa penolakan; 

3. Al Mahkum Bih, Al Mahkum Bih ialah suatu HAK. Pada qadla’ 

ilzam, ialah penetapan qadli terhadap tergugat, memenuhi yang 

telah menjadi hak penggugat, sedangkan pada qadla’ tarki 

(penolakan), ialah diktum terhadap penggugat berisi penolakan atas 

gugatannya tersebut; 

4. Al Mahkum’ alaih, Al Mahkum’ alaih ialah orang yang dijatuhi 

putusan atasnya; dan  

5. Al Mahkum Lah, Al Mahkum Lah ialah penggugat suatu hak. 

Adapun asas peradilan islam, yaitu66: 

1. mendengarkan pernyataan dari pihak yang berselisih; 

2. melibatkan Majelis Hakim, peradilan islam memiliki 3 (tiga) 

macam hakim, yaitu sebagai berikut: 

a. qodli ‘aam ialah hakim yang memiliki tanggung jawab untuk 

menyelesaikan perselisihan antar masyarakat yang terjadi salah 

satunya kecelakaan seperti tabrakan mobil atau motor, dan lain 

sebagainaya;  

b. qodli muhtasib ialah hakim yang bertanggungjawab 

menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara ummat dan 

 
66 Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam, El-Qanuny, Vol 5 No 1, 2019, hlm. 97 
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beberapa orang, yang menggangu masyarakat luas, misalnya 

berteriak dijalanan, mencuri di pasar, dan lain sebagainya; 

c. qodli madzaalim yang hakim yang mengurusi permasalahan 

antara masyarakat dengan pejabat negara, bahkan ia dapat 

memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk 

khalifah; 

3. mendengarkan Pengacara; 

4. mendengarkan Keterangan Saksi; 

5. menggunakan Rasional; 

6. hukuman, hukuman yang dimaksud ialah menuntut ganti rugi untuk 

suatu tindak kejahatan. Sistem peradilan islam memiliki 4 (empat) 

macam hukuman, yaitu:  

a. hukuman hudud, hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah 

SWT, hukuman tersebut berupa seperti potong tangan bagi 

pelaku pencuri, melakukan hukuman cambuk bagi yang 

melakukan zina, serta hukuman mati untuk orang yang murtad; 

b. hukuman jinayat, hak seorang korban yang diperbolehkan 

memberikan maaf terhadap pelaku agar pelaku dapat terlepas 

dari hukuman tindak kejahatan pembunuhan atau kejahatan 

fisik; 

c. hukuman ta’zir, hukuman yang diputuskan berdasarkan 

kepentingan umum, yang hukumannya telah ditetntukan oleh 
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pemerintah yang telah dipertimbangkan demi menjaga 

kepentingan serta ketertiban bersama; dan 

d. mukhalafat, hak negara untuk memberikan hukuman terhadap 

pelanggaran ringan seperti melanggar batas kecepatan, 

hukuman yang diberikan ialah berupa teguran atau peringatan 

agar tidak melakukannya lagi; 

7. kesamaan didepan hukum. 

Hukum ajaran islam berbeda dengan hukum umumnya. Menurut 

Syamsul Anwar, hukum dalam islam dinilai sebagai bagian dari ajaran agama, 

serta norma hukum dipercaya bersumber dari agama (wahyu Ilahi). Hukum 

disebut juga syariah karena berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. 

Alasan umat islam harus memiliki peradilan syariah islam karena dalam islam 

memiliki ajaran mengenai ‘sistem hukum syariah’ yang mengharuskan umat 

islam untuk merealisasikannya ke tata kehidupan beragama, bermasyarakat, 

ataupun bernegara. Ajaran ini bersifat fundamental dan universal.  

Peradilan islam memiliki dasar dari pembentukannya yaitu atas dasar 

prinsip bahwa penerapan hukum islam dalam setiap kondisi adalah wajib, 

pelarangan apabila mengikuti ajaran lain selain syariah islam, serta pernyataan 

dalam islam bahwa ajaran selain islam adalah kafir. Peradilan tidak hanya 

dibutuhkan dalam penegakan keadilan serta pemeliharaan hak perorang dalam 

kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas 



56 
 

kehidupan manusia dalam bingkai amar ma’ruf nahi munkar (mencegah 

kejahatan dan mengedepankan kebaikan). 

Adapun dalam surah An-Nisa yang berbunyi: 

تمُ   بَي نَ  النَّاس   انَ   ۞ ل هَا   وَا ذاَ حَكَم  ٰٓى اهَ  ت   ا ل  ن  مَ   ا نَّ  اٰللَّ  يأَ مُرُكُم   انَ   تؤَُدُّوا الْ 
ي عاً   ۗ   ا نَّ  اٰللَّ  كَانَ  سَم  ظُكُم   ب ه    ا يعَ  مَّ ۗ   ا نَّ  اٰللَّ  ن ع  ا ب ال عَد ل    كُمُو   تحَ 

ي رًا58  بَص 
58. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya 
dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, 
Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN TATA 

USAHA NEGARA YOGYAKARTA 

A. Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019  dalam 

Penyelesaian Sangketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

Berkaitan dengan Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya ringan. 

Lembaga yang memberlakukan kekusaan kehakiman ialah Mahkamah 

Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam bidang judicial 

diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (yang beberapa 

ketentuannya telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) Pasal 26. 

Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan 

yang merupakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), peraturan tersebut 

memenuhi kekosongan hukum dalam aturan beracara sebagai hukum formil.  

PERMA memiliki peran yang sangat penting bagi penataan peradilan di 

Indonesia karena PERMA memiliki fungsi yang sangat besar dalam 

penyelesaian perkara sebagai bentuk public service, karena didalam Undang-

Undang tidak semuanya mengatur tentang persoalan teknis beracara.67   

Mahkamah Agung memberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

 
67 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 278. 
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Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di pengadilan pada 

tahun 2019. Pemberlakuan atau penerapan terhadap Peradilan Elektronik ini 

mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk menjadi Badan Peradilan Indonesia 

yang Agung, pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 poin ke-10 

perwujudan visi Mahkamah Agung ialah untuk mewujudkan Badan Peradilan 

Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.68 

Peradilan secara elektronik yang dimaksud ialah proses penerimaan 

gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, 

pembayaran, penyampaian panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, 

penerimaan upaya hukum, dan pengelolaan penyimpanan dokumen tata usaha 

negara, tata usaha militer, perdata agama, perkara perdata, dengan 

menggunakan aplikasi E-Court. Tujuan dari adanya E-Court inipun untuk 

menangani suatu hambatan dalam proses perwujudan sistem peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Ella Rosiana selaku 

Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakata, yang 

mengungkapkan69: 

“dengan adanya pemberlakuan dan penerapan aplikasi E-Court di 

Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta jauh lebih memudahkan 

dan lebih efektif sebab dari adanya E-Court para subjek hukum 

sangat terbantu dalam penyelesaian sangketa, membuat waktu 

 
68 Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, 2010, hlm.13. 
69 Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakata, 29 Maret 2023 
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menjadi lebih efesien dan biaya para subjek hukum menjadi lebih 

ringan.” 

Aplikasi E-Court sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan 

Tata Usaha Negara, berdasarkan hasil pencarian data melalui wawancara 

terhadap Bapak Agus Budi Susilo selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta, pada tanggal 29 Maret 2023 yang mendapatkan data 

sebagai berikut: 

“terkait penerapan aplikasi E-Court sesuai dengan PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudah 

diterapkan dan diberlakukan sejak 2 (dua) tahun kebelakang 

terhitung sejak dari tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta 

ini telah menggunakan atau memberlakukan aplikasi E-Court secara 

menyeluruh tetapi dalam acara pembuktian masih dilakukan secara 

konvensional, sebelum dilakukan penerapan ini dilakukan sosialisasi 

terlebih dahulu dalam penggunaan dan kegunaan dari aplikasi E-

Court tersebut, sosialisasi di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta ini pertama dilakukan pada aparatur Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta, lalu dilakukan sosialisasi dengan 

masyarakat dan para advokat” 70 

Pada tahun 2020-2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

secara menyeleruh telah menggunakan aplikasi E-Court berunjuk pada 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan tujuan tercapainya sebuah 

keefektivitasan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Sistem dari 

aplikasi E-Court dapat menjadikan sistem Pengadilan Tata Usaha Negara 

menjadi lebih efektif karena memiliki beberapa future didalam aplikasi 

tersebut, di antaranya71: 

 
70 Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

Rabu 29 Maret 20223. 
71 Brosur E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 
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1. pendaftaran administrasi perkara online (e-filing), pendaftaran 

perkara online melalui aplikasi E-Court ini untuk pendaftaran 

perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, serta permohonan; 

2. pembayaran panjar biaya online (E-Payment), proses pembayaran 

biaya online dapat dilakukan ketika pengguna terdaftar melakukan 

pendaftaran perkara karena langsung akan mendapatkan surat kuasa 

untuk membayar (SKUM) secara elektronik melalui aplikasi E-

Court. Komponen biaya akan dihitung langsung sebab telah 

ditetapkan serta telah dikonfigurasi oleh pihak pengadilan, serta 

biaya radius juga telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan maka 

perhitungan biaya panjar telah diperhitungkan lalu akan 

mendapatkan elektronik surat kuasa untuk membayar, pembayaran 

dilakukan ketika telah mendapatkan surat kuasa untuk membayar 

elektronik, lalu akan mendapatkan nomor pembayaran sebagai 

rekening virtual yang dapat dilakukan pembayaran biaya panjar 

perkara melalui bank; 

3. mendapatkan nomor perkara, pengadilan memberikan nomor 

perkara ketika pendaftar telah melakukan pembayaran sesuai 

dengan taksiran panjar biaya, nomor perkara akan diberikan oleh 

pengadilan pada hari dan jam kerja, lalu aplikasi E-Court 

memberikan pemberitahuan bahwa perkara telah terdaftar di 

Pengadilan; 
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4. pemanggilan elektronik (e-summons), pemanggilan dilakukan 

melalui E-Court sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, 

maka proses pemanggilan terhadap pengguna terdaftar dilakukan 

secara elektronik, Pasal 14 ayat (1)  PERMA Nomor 3 Tahun 2018 

“dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang 

berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan 

kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan 

tersebut ditebuskan kepada Pengadilan diwilyah hukum tempat 

pihak tersebut berdomisili”, aplikasi E-Court akan memberikan 

domisili elektronik berupakan surat elektronik yang telah 

terverifikasi kepada para pihak, gugatan yang diajukan secara 

elektronik, maka pengadilan kepada para pihak juga akan dilakukan 

secara elektronik, tanpa menunggu persetujuan para pihak, 

panggilan secara manual hanya dilakukan oleh panggilan pertama 

bagi tergugat atau pihak ketiga yang berkepentingan, domisili 

elektroniknya memang belum diketahui. Panggilan atau 

pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan dan 

pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan 

pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam 

tenggang waktu yang ditentukan undang-undang72; dan 

 
72 Sudarsono, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan 

Elektronik, Jakarta, 2019, hlm.81. 
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5. persidangan elektronik (e-litigasi), persidangan secara elektronik 

diberlakukan untuk proses persidangan gugatan, permohonan, 

keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahanya, 

jawaban replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan 

putusan/penetapan. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas 

persetujuan penggugat (pada surat pendaftaran) dan tergugat 

(pernyataan pada sidang pertama). Pelaksanaan persidangan secara 

elektronik sudah memiliki jadwal yang telah ditetapkan, hari sidang 

terjadwal (court calendar), Ketua Majelis Hakim menetapkan 

jadwal persidangan dan acara persidangan untuk persidangan secara 

elektronik; 

6. salinan putusan secara elektronik (E-Salinan), aplikasi E-Court 

inipun memuat informasi putusan, berupa tanggal putusan, amar 

putusan, tanggal minutasi serta salinan putusan elektronik juga 

dapat diunduh melalui aplikasi E-Court; dan 

7. tanda tangan elektronik (E-Sign), penandatanganan berkas Salinan 

Putusan secara Elektronik melalui aplikasi E-Court. 

Proses pertama dalam penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta sebelum adanya penerapan PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 yang dilakukan secara elektronik ialah sebelum pendaftaran 

perkara satu meja, yang dimana proses pendaftaran perkara tersebut 
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dilakukan secara manual dengan cara penggugat beserta pengacaranya 

datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dalam 

pendaftaran.  

E-Court sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 

dapat dilakukan oleh Advokat yang telah memenuhi syarat, syarat yang 

harus dipenuhi oleh Advokat tersebut berupa73: 

1. nama; 

2. alamat kantor; 

3. nomor handphone; 

4. nomor induk kartu tanda anggota advokat; 

5. organisasi; 

6. tanggal mulai berlaku KTA; 

7. tanggal habis berlaku KTA; 

8. tanggal penyumpahan; 

9. tempat penyumpahan; 

10. nomor BA sumpah; 

11. nomor KTP; 

12. nama bank; 

13. nomor rekening; 

 
73 Data Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakata, 29 Maret 2023 
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14. nama akun bank; 

15. dokumen KTA; 

16. dokumen penyumpahan; dan 

17. dokumen KTP. 

Advokat yang telah memenuhi persyaratan dapat melakukan 

pendaftaran dengan cara sebagai berikut74: 

1. mengakses aplikasi e-court di 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id; 

2. melakukan penekanan pada tombol register pengguna terdaftar; 

3. mengisi nama, email, password; 

4. calon pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan 

password yang telah dibuat untuk digunakan login pada aplikasi 

E-Court; 

5. melakukan login pada halaman pertama aplikasi E-Court; 

6. melengkapi data advokatnya, selanjutnya menunggu verifikasi 

berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi; dan 

7. setelah tervalidasi oleh pengadilan tinggi, calon pengguna 

terdaftar telah dapat dikatakan sebagai penggua terdaftar, telah 

dapat mengajukan gugatan disemua lingkungan peradilan 

selama akun pengguna terdaftarnya masih aktif. 

 
74 Data Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakata, 29 Maret 2023 

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
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Sedangkan prosedur untuk calon pengguna lain ialah dengan 

mendatangi meja E-Court pada layanan PTSP Pengadilan dengan 

membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan, persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk mengajukan pendaftaran, yaitu: 

1. bagi perorangan; 

a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP; atau 

b. paspor; 

2. bagi kementrian/lembaga, BUMN, badan usaha lain pemilik 

pemerintah, kejaksaan sebagai pengacara negara; 

a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP;  

b. kartu pegawai; dan 

c. surat kuasa/surat tugas; 

3. bagi badan hukum; 

a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP; 

b. surat keputusan sebagai karyawan; dan 

c. surat kuasa khusus; 

4. bagi kuasa insidentil; 

a. KTP atau surat keterangan pengganti KTP; 

b. surat kuasa khusus; dan 

c. izin insedentil dari ketua pengadilan.75 

 
75 Data di Pengadilan Tata Usaha Negara, diberikan oleh Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera 

Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakata, 20 Juli 2023 
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Adapun tata cara pendaftaran perkara secara elektronik melalui 

Advokat, sebagai berikut76:  

1. memilih pengadilan yang berwenang; 

2. mendaftarkan surat kuasa khusus; 

3. membayar NPBP pendaftaran surat kuasa; 

4. mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara); 

5. menginput data pihak; 

6. mengunggah (upload) dokumen gugatan atau permohonan dan 

surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik; 

7. mendapatkan perhitungan taksiran biaya penjar (E-SKUM); 

8. pengguna terdaftar dapat melakukan pembayaran secara 

elektronik; dan 

9. mendapatkan nomor perkara. 

Pemeriksaan persiapan dalam E-Court memiliki ketentuan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 pada huruf E, butir 1, huruf 

d, dan e menyatakan77: 

(d) “dalam perkara tata usaha negara, pada hari pemeriksaan persiapan 

pertama , pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli 

surat kuasa, asli surat gugatan, asli/fotocopy obyek sangketa 

 
76 Sudarsono, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan 

Elektronik, Jakarta, 2019, hlm.65. 
77 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 
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(KTUN) dan asli persetujuan principal untuk beracara secara 

elektronik. 

(e) “pemeriksaan dalam perkara tata usaha negara dilaksanakan secara 

manual.” 

Ketentuan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 

2019 tersebut, pemeriksaan harus dilakukan secara manual, maka tidak bisa 

melaksanakan melalui E-Court. Pemeriksaan persiapan memiliki beberapa 

tahapan, pada pemeriksaan persiapan pertama, penggugat yang mengajukan 

gugatan melalui aplikasi E-Court harus menyerahkan: 

1. asli surat kuasa, apabila kuasa hukum yang mengajukan gugatan; 

2. asli surat gugatannya; 

3. asli/fotokopi keputusan yang menjadi objek sangketa (jika 

penggugat tidak memiliki asli/fotokopi objek sangketa, penggugat 

bisa meminta Majelis Hakim agar memerintahkan tergugat 

menyerahkan objek sangketa tersebut dalam pemeriksaan sangketa); 

dan 

4. asli persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, jika 

gugatan diajukan oleh kuasa hukum. 
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Ella Rosiana selaku 

Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakata, yang 

mengungkapkan78: 

“pada saat pemeriksaan persiapan selesai, gugatan dinyatakan telah 

sempurna, penggugat dapat mengunggah gugatan tersebut kedalam 

aplikasi E-Court. Majelis Hakim akan melakukan verifikasi 

terhadap gugatan tersebut, sehingga tergugat dapat mengunduh 

gugatan tersebut lalu menyusun jawabannya.” 

Adapun prosedur pengajuan jawaban dilakukan dengan tahapan, 

sebagai berikut79:  

1. pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan dalam aplikasi E-

Court, tergugat dapat menyampaikan jawabannya disertai bukti 

awal seperti surat dalam bentuk elektronik paling lambat diserahkan 

ketika hari dan jam sidang yang sudah ditetapkan; 

2. jawaban yang telah diajukan oleh tergugat diverifikasi secara 

elektronik oleh Majelis Hakim, lalu jawaban tergugat tersebut 

diteruskan oleh Majelis Hakim dikirim kepada penggugat melalui 

Sistem Informasi Pengadilan untuk menyusun Replik; 

3. tergugat diberikan kesempatan menyampaikan jawabanya dijadwal 

persidangan berikutnya kesempatan ini diberikan apabila tergugat 

 
78 Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakata, 29 Maret 2023 
79 Ibid 
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tidak menyampaikan jawaban pada hari dan jam sidang yang telah 

ditetapkan sebelumnya; 

4. jika pada jadwal penundaan sidang berikutnya tergugat ternyata 

tetap tidak menyampaikan jawabannya, maka Hakim Ketua Sidang 

dengan penetapan meminta atasan tergugat agar memerintahkan 

tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, penetapan tersebut 

dikirim melalui surat tercatat kantor pos/manual; dan 

5. apabila telah lewat dari dua bulan sedari dikirimnya penetapan tetapi 

tidak diteria berita, baik dari atasan tergugat maupun tergugat, maka 

Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan 

melanjutkan pemeriksaan sangketa tanpa kehadiran tergugat. 

Untuk prosedur penyampaian replik serta duplik secara elektronik 

memiliki tahapan yang sama,yaitu sebagai berikut: 

1. penggugat/tergugat login dalam aplikasi E-Court pada jadwal 

persidangan yang telah ditetapkan, penggugat/tergugat 

menyampaikan replik/duplik selambat lambatnya pada hari dan 

jam sidang yang telah ditetapkan; 

2. majelis hakim memverifikasi replik/duplik yang telah diajukan 

oleh penggugat/tergugat secara elektronik, Majelis Hakim 

meneruskan replik/duplik kepada tergugat/penggugat dan pihak 
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intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan guna menyusun 

duplik/replik; dan  

3. jika penggugat tidak menyampaikan replik/duplik pada hari dan 

jam sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tanpa 

adanya alas an yang sah, maka penggugat/tergugat dianggap 

tidak menggunakan haknya dalam mengajukan replik/duplik, 

namun, jika terdapat alasan yang sah yang membuat penggugat 

tidak dapat menyerahkan replik/duplik, maka penggugat 

mendapatkan kesempatan satu kali lagi untuk mengajukan 

repliknya. 

Adapun dalam hal pembuktian secara elektronik, mengenai alat bukti 

elektronik seperti informasi elektronik, dokumen elektronik, dan keluaran 

komputer lainnya. Pemeriksaan saksi/ahli memiliki peraturan yang mengatur 

dalam Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang diambil intinya:  

1. telah disepakati oleh para pihak, pemeriksaan saksi dan/atau ahli 

dapat dilakukan dengan cara jarak jauh melalui media 

komunikasi audio visual, maka semua pihak dapat saling 

melihat serta mendengar dengan cara langsung serta 

berpartisipasi dalam persidangan; 

2. persidangan tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pada 

pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan 
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dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti 

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat; dan 

3. segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat 

dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki.  Akan 

tetapi dalam prakteknya, pembuktian dalam persidangan secara 

elektronik, sebagaian besar masih dilaksanakan secara 

konvensional.  

Hal ini seperti yang diungakapkan dalam wawancara terhadap Bapak 

Agus Budi Susilo selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta, pada tanggal 29 Maret 2023 yang mendapatkan data sebagai 

berikut: 

“persidangan secara elektronik (e-litigasi), pemeriksaan 

pembuktian tidak bisa melalui e-court dalam pemeriksaan 

pembuktian ini masih dilaksanakan secara manual  karena masih 

sulit dilakukan faktor penyebab masih sulit dilakukannya karena 

diantaranya belum terakomudir mengenai pemahaman pembeda 

pemeriksaan alat bukti berupa berkas antara yang asli dengan yang 

foto copyannya, juga pembuktian surat secara manual agar dapat 

mencocokan keaslian surat agar menghindari surat palsu, untuk 

pembuktianpun memang masih harus dilakukan pengecekan lagi 

seperti tanah yang dijadikan bukti.”80 

Pengaplikasian E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

masih adanya pemeriksaan persiapan yang dilakukan secara manual dalam 

agenda pembuktian karena dalam hal proses pembuktian masih sulit untuk 

 
80 Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

Rabu 29 Maret 20223 
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dilakukan melalui aplikasi E-Court karena pembuktian harus dipastikan ulang 

mengenai keasliannya81.  

Adapun rekapitulasi data perkara di Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta 

tahun 2023, antara lain sebagai berikut: 

Table 1. 

Data Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  

NO BULAN MASUK  PUTUS  CABUT DISMISSAL GUGUR 

1 Januari 4 Perkara 2 1 0 0 

2 Febuari 3 Perkara 1 0 0 0 

3 Maret 1 Perkara 0 1 0 0 

4 April 3 Perkara 3 0 0 0 

5 Mei 2 Perkara 4 0 0 0 

Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

   Table rekapitulasi data perkara diatas memperlihatkan bahwa pada 

tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerima 13 

perkara, perkara yang telah diputus total sebanyak 10 perkara, perkara yang 

dicabut total sebanyak 2 perkara, dengan sisa 1 perkara yang masih 

menjalankan persidangan. 

 
81 Wawancara Ibu Ella Rosiana, Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakata, 29 Maret 2023 
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Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakata, selaku panitera muda mengungkapkan dalam 

wawancaranya, bahwa82:  

“penerapan dan pemberlakukaan aplikasi E-Court di Pengadilan 

Tata Usaha Negara  Yogyakarta menjadi sangat lebih efektif dan 

efesien karena semua serba elektronik membuat biaya dalam 

berperkara pun menjadi lebih murah dari pada secara manual, 

implementasi E-Court dalam Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta sudah baik dan sudah sangat dioptimalkan dari 

semenjak 2 (dua) tahun kebelakang”  

 Penerapan E-Court dalam penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta berpacu pada asas cepat, sederhana, dan biaya 

ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang merupakan 

penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 

yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana dan 

biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan 

dilakukan secara efesien dan efektif.83  

Efisiensi yang dimaksud ialah sebuah cara dalam menjalankan suatu hal 

dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya, dapat dikatakan sebagai 

kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang 

 
82 Wawancara Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakata, 29 Maret 2023 
83 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. 
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waktu, tenaga dan biaya. Efektif yang dimaksud ialah untuk dapat membawa 

hasil pada proses peradilan berupa keadilan serta kepastian hukum. 

Implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan 

penerapan asas ini dalam penyelesaian sangketa sangat penting dengan 

tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat 

mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam 

mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara, adapun data 

setelah mengimplementasikan E-Court berkaitan dengan asas cepat, sederhana, 

dan biaya ringan yang  telah diperoleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta, di jelaskan dalam uraian berikut ini.84 

1. Penerapan Asas Cepat 

Penerapan asas ini dalam implementasi E-Court di Pengadilan 

Tata Usaha Negara membuat persidangan berjalan lebih cepat 

secara online dengan menggunakan E-Court dari pada persidangan 

konvensional. Sebelum adanya E-Court penyelesaian sengketa 

dilakukan secara konvensional yang memakan waktu selama 6 

bulan dihitung dengan perhitungan hari kerja, jadi selama 180 hari. 

Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menerapkan E-Court 

dalan penyelesaian sangketa menjadi hanya 5 bulan dihitung dengan 

 
84 Data di Pengadilan Tata Usaha Negara, diberikan oleh Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera 

Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakata, 20 Juli 2023 
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perhitungan hari kalender, jadi selama 150 hari. Dengan dasar 

hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan perubahan 

PERMA Nomor 7 Tahun 2022. 

2. Penerapan Asas Sederhana  

Implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara ini 

ialah dasar hukum bentuk peradilan sederhana dari Pengadilan Tata 

Usaha Negara diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.  

Biaya ringan yang dimaksud adalah pencari keadilan tidak perlu 

ke kantor untuk mendaftarkan perkara, dan pendaftaran perkara bisa 

didaftarkan dari rumah. Maka akan menghemat biaya untuk pencari 

keadilan. Acara Peradilan TUN tetap, hanya medianya saja yang 

berbeda yang dulunya konvensional sekarang berubah menjadi 

elektronik; 

3. Asas Biaya Ringan  

Adanya penerapan asas ini implementasi E-Court di Pengadilan 

Tata Usaha Negara biaya dalam penyelesaian sangketa terjadi 

perubahan dalam nominal serta dasar hukumnya, yaitu: 
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a. sebelum adanya E-Court biaya yang di keluarkan berdasarkan 

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan 

Nomor : W3-TUN3/159/HK.06/1/2023 dasar hukum yang 

digunakan untuk membuat surat keputusan tersebut antara lain: 

1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung RI; 

2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai; 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan 

negara bukan pajak yang berlaku pada mahkamah agung 

dan badar peradilan yang berada di bawahnya; 

5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

3/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun 

anggaran 2023; 
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6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 

tentang administrasi perkara di pengadilan secara 

elektronik; 

7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 

Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan 

Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Proses 

Badan Peradilan Di bawahnya; 

8) Buku ll Pedoman Pola Bindalmin Peradilan Tata Usaha 

Negara; 

9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 

Tahun 2007 Tentang Transparansi Lembaga Peradilan; 

10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA42/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/127.A/SK/VI/2000 

Tentang Biaya Perkara Yang Dimohonkan Kasasi; 

11) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/042/VII/2002 Tentang Perubahan Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/127.A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara Yang 

Dimohonkan Peninjauan Kembali; 

12) Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 002 A/SK/PAN/I/2013 tanggal 10 
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Januari 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 

Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara 

dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada dibawahnya; 

13) Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 

307/DJMT/KEP/5/2018 Tanggal 15 Mei 2018 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;  

14) Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 

tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan 

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;  

15) surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 

Tentang Pemeriksaan Setempat; 

16) surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 

/Djmt.1/B/II/2017, tanggal 15 September 2017 tentang 

Penetapan Biaya Panggilan atau Pemberitahuan 

berdasarkan Radius; 

17) surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 

10/Djmt/Kep/I/2021, tentang Petunjuk Teknis 
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Administrasi Perkara dan Persidangan dalam upaya 

hukum banding secara elektronik lingkungan Peradilan 

Tata Usaha Negara; dan 

18) surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 

tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat; 

b. setelah ada E-Court maka biaya pembayaran sesuai dengan 

aplikasi E-Court, tetapi untuk kasasi dan peninjauan kembali 

(PK) masih konvensional yang berpedoman dengan surat 

keputusan ketua pengadilan Nomor : W3-

TUN3/159/HK.06/1/2023. 

Biaya dalam penyelesaian sangketa saat masih dilakukan secara 

Konvensional di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogykarta 

memakan biaya yang cukup banyak karena adanya biaya surat 

panggilan yang harus dikirim kealamat persidang serta juga adanya 

biaya panjar perkara yang harus dibayar. Biaya panjar perkara 

sebelum ada E-Court dapat diperkirakan sebesar Rp 600.000,- 

sampai dengan Rp 900.000,- biaya ini menyesuaikan dengan zona 

wilayah tergantung tempat tinggal, lalu adanya biaya oprasional 

transportasi yang ditanggungkan oleh para pihak. Setelah adanya E-

Court biaya menjadi terkurangi, seperti pada biaya panjar menjadi 

lebih murah setengahnya dari biaya panjar saat dilakukan secara 
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konvensional, dan untuk pemanggilan tidak membutuhkan biaya 

surat lagi karena pemanggilan dapat melalui aplikasi E-Court 

tersebut, lalu jika menggunakan E-Court para pihak tidak perlu lagi 

datang atau hadir langsung ke Pengadilan yang sehingga tidak perlu 

mengeluarkan biaya oprasional serta transportasi terlebih lagi untuk 

pihak yang berada diluar daerah. 85 

Adapun data primer lain mengenai implementasi E-Court dengan 

penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, antara lain. 

1. Rizky Ramadhan Baried86 sebagai advokat mengatakan, E-Court 

dalam penerapan asas cepat ini tidak perlu lagi menunggu waktu 

yang tidak pasti, yang dimaksud tidak pasti ialah ketika ke 

pengadilan langsung para pihak sebenarnya memiliki agenda 

persidangan hanya sekitar 30 menit, tetapi agenda tersebut  baru 

dapat selesai 2-4 jam, hal ini terjadi sebab adanya salah satu pihak 

yang mengalami keterlambatan atau ada pihak yang sengaja 

menghampiri persidangan secara terlambat. Maka dari itu dengan 

adanya E-Court ini penerapan asas cepat yang dimaksud sesuai 

dengan ketetapan jadwal yang telah di jadwalkan. E-Court dalam 

penerapan asas sederhana seperti halnya merujuk ke arah birokrasi, 

 
85 Wawancara Hambyah Agung Sutrisno, Advokat LKBH, Pada tanggal 24 Juli 2023. 
86 Rizky Ramadhan Baried, Advokat LKBH, Sesi Tanya Jawab dalam Kartikum LKBH UII, 

Pada tanggal 23 September 2023. 
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dulu ketika sebelum adanya E-Court pendaftaran dilakukan di meja 

panitera, pada jaman itu penangan sesuai warna amplop, bagi 

amplop yang berwarna merah untuk pelayanan yang sangat amat 

cepat yang penangananya sehari dua hari dapat selesai, tetapi jika 

amplop tersebut berwarna biru atau hijau itu memakan waktu sekitar 

dua hari tiga hari atau bisa sampai seminggu. Maka dari itu 

semenjak adanya E-Court ini dapat memangkas birokrasi karna ada 

campur tangan manusia. Lalu pada jaman sebelum adanya E-Court 

ini dulu ditengah proses pendaftaran harus pergi ke bank dari 

pengadilan guna membayar melalui bank, lalu baru kembali lagi ke 

pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Tetapi dengannya 

adanya E-Court ini kita dapat membayar melalui teknologi tidak 

perlu langsung datang ke bank lagi, sekarang kita dapat  langsung 

membayar melalui virtual account, menjadi lebih praktis dan 

sederhana. E-Court dalam penerapan dalam asas biaya ringan yaitu 

biaya menjadi lebih ringan karena, tidak perlu lagi biaya panggilan 

para pihak kerena sebelum penerapan E-Court ini mengeluarkan 

biaya panggilan untuk para pihak yang dipanggil secara manual 

secara masing-masing, dalam pemanggilan tersebut yang 

memanggil ialah jurus sita, juru sita di bayar lewat biaya panjar 

perkara yang membuat pengeluaran lebih lagi dalam pembiayaan. 

Maka dari itu dalam biaya panjar perkara itu menjadi lebih ringan. 
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2. Wahyu Sudrajat87 mengatakan E-Court dalam penerapan asas cepat 

ini berkaitan dengan waktu penyelesaiannya yang menjadi lebih 

cepat yang dimaksud cepat disini penyelesaiannya tidak berlarut-

larut. E-Court dalam penyelesaian asas sederhana juga berperkara 

menjadi lebih praktis karena para pihak tidak perlu datang langsung 

kepengadilan, dan E-Court dalam penerapan asas biaya ringan itu 

benar menjadi lebih ringan karena ketika masih dilakukan secara 

konvensional E-Court bisa memiliki biaya sekitar Rp 800.000.,- 

(delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.,- (satu juta 

rupiah) sekarang setelah penerapan asas biaya ringan dalam 

penggunaan E-Court dapat menjadi hanya Rp 300.000.,- (tiga ratus 

ribu rupiah) dan juga biaya ringan dalam mendatang saksi ahli 

sebelum penerapan E-Court itu menggunakan biaya apabila ahli 

tersebut berasal dari luar kota, maka semenjak ada E-Court ahli 

sudah bisa melalui pembuktian elektronik yang tidak perlu 

memakan biaya lagi.  

Maka dari itu implementasi E-Court berdasarkan PERMA 1 Tahun 

2019  dalam penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya 

 
87 Wahyu Sudrajat, Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sesi Tanya Jawab 

dalam Kartikum LKBH UII, Pada tanggal 23 September 2023. 
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ringan sudah berjalan menggunakan E-Court tetapi masih belum berjalan 

dengan baik. Penerapan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

berkaitan dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan masih 

memiliki beberapa kendala. 

B. Kendala E-Court dalam Penyelesaian Sangketa di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 

 Terdapat 3 (tiga) kendala dalam implementasi E-Court di Pengadilan 

Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu pembuktian yang masih dilakukan secara 

manual, kendala dalam syarat yang tidak dilengkapi, dan kendala jaringan yang 

mengganggu jadwal persidangan yang telah ditetapkan, hal ini akan di uraikan 

dalam penjelasan berikut ini. 

1. Pembuktian  

Penyelesaian sangketa dalam menggunakan E-Court di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta inipun masih memiliki kendala dalam 

pembuktian yang masih dilaksanakan secara manual atau konvensial. 

Kendala ini membuat ketidak sesuaian atas asas peradilan cepat, sederhana, 

dan biaya ringan. Kendala yang terjadi dalam berperkara melalui E-Court 

pun membuat berkurangnya sebuah keefektivitasan dari aplikasi E-Court 

tersebut. 

Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “PERMA ini 

dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi 
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perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung 

terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, 

akuntabel, efektif, efesien dan modern.”88 Penerapan aplikasi E-Court 

dalam Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta sudah diusahakan untuk 

dioptimalkan dan dijalankan semaksimal mungkin, tetapi ada hal yang tidak 

dapat dilakukan menggunakan E-Court yaitu dalam acara pembuktian di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta masih dilakukan secara manual 

atau secara konvensional, hal ini masih tidak dapat dilakukan menggunakan 

E-Court karena menyangkut otentitas yang bertujuan untuk memastikan 

kembali otentik atau tidaknya agar dapat di periksa lebih lanjut, tetapi 

seharusnya dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 “persidangan 

secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan 

dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan / bantahan / 

perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, 

pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan”. 89 

Mekanisme dalam pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta dilakukan pasti dengan cara konvensional, tetapi dalam  

pembuktian ini yang menggunakan E-Court yaitu ketika menggugah daftar 

bukti, daftar bukti ini diunggah ke aplikasi E-Court tersebut sebelum 

 
88 Pasal 2 PERMANomor 1 Tahunn 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik. 
89 Wawancara Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakata, 29 Maret 2023. 
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terlaksannya agenda persidangan pembuktian secara konvensional. Maka 

sebelum mulainya agenda pembuktian ini pihak diminta untuk mengunggah 

daftar bukti ke aplikasi E-Court, lalu setelah menggugah daftar bukti 

tersebut terlaksanalah agenda pembuktian secara konvensional karena bukti 

yang telah diunggah oleh para pihak harus dicocokan dengan aslinya, dan 

harus yang sudah terlegalisir dikantor pos. Lalu ketika selesainya agenda 

pembuktian secara konvensional daftar bukti yang telah dicocokan buktinya 

diunggah kembali ke dalam aplikasi E-Court tersebut.90 Pembuktian yang 

dilakukan secara online hanya saksi, hal tersebutpun dapat dilakukan harus 

dengan adanya kesepakatan antar pihak, adanya keterjangkauan jarak yang 

seperti contohnya pihak mengajukan saksi ahli, sedangkan saksi ahli sedang 

diluar kota sehingga dapat dilakukan secara elektronik, tetapi dalam hal 

kepastiannya pun menjadi sulit karena melalui media elektronik.91 

2. Syarat Berkas Tidak Lengkap 

Hambatan dalam mengimplementasi E-Court dalam proses berperkara 

di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta seperti masih ada masyarakat 

yang belum memahami sistem digitalisasi. Masih banyak masyarakat yang 

buta akan teknologi, sedangkan dalam perkembangan jaman yang sudah 

semakin modern membuat perkembangan menggunakan serba elektronik 

 
90 Wawancara Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakata, 23 September 2023. 
91 Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 25 September 

2023. 
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begitupun dengan Pengadilan. Ibu Ella Rosiana selaku Panitera Muda 

Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakata, mengungkapkan 

dalam wawancara92: 

“upaya pengoptimalan efektivitas E-Court yang dilakukan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara yaitu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. E-

Court membuat sebuah proses berperkara menjadi lebih efektif karena 

semua telah dijalankan melalui elektronik, mulai dari pendaftaran, 

pemeriksaan persiapan, dan lainnya. Berkas dan jadwal yang telah 

ditetapkan melalui aplikasi E-Courtpun dengan otomatis terunggah juga 

kedalam Sistem Informasi Pengadilan sehingga menjadi lebih efektivitas” 

Adapun karena masyarakat yang buta akan teknologi ini menimbulkan 

kendala dalam syarat yang tidak dilengkapi oleh penggugat, salah satunya 

seperti tidak melengkapinya berkas gugatan dan sangketa. Sehingga proses 

persidangan berjalan lebih lambat karena persidangan harus ditunda untuk 

memberikan waktu kepada pihak yang berkasnya belum lengkap tersebut.93  

Pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan 

“penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.” 

Serta dalam Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi 

“gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan bukti-

bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.”94 Sebagaimana yang 

telah dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa penggugat dalam 

 
92 Wawancara Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakata, 29 Maret 2023. 
93 Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

Rabu 29 Maret 2023 
94 Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik 
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menyampaikan gugatan harus disertakan berkas, sedangkan masih sering 

terjadinya penggugat yang belum atau tidak melengkapi berkas bukti 

berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik tersebut.95 

3. Jaringan Publik 

Adapun kendala lain dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan 

Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan menggunakan aplikasi E-Court, 

yaitu dalam penggunaan E-Court itu menggunakan jaringan publik sesuai 

dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan  

“persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi 

Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi 

asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan 

ketentuan perundang-undang”.96 Hal ini berkaitan dengan jadwal 

persidangan dalam E-Court, yang dimana jadwal persidangan telah 

ditentukan di aplikasi E-Court sehingga persidangan dapat berjalan lancar 

sesuai dengan jadwalnya. Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 4 PERMA 

Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan “persidangan secara elektronik 

dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal 

persidangan yang telah ditetapkan”.97  

 
95 Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

Rabu 29 Maret 2023 
96 Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik  
97 Pasal 21 Peraturan Mahmakah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 
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Terkait penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta dengan mengguanakan E-Court ini memiliki kendala dengan 

jaringan publik yang sempat terjadi pemapadam total dari pusat tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu.98 Pemadaman teknis dari jaringan publik 

pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 28 Maret 2023 terjadi 

sekitar kurang lebih 2 (dua) jam, maka kendala teknis tersebutpun 

menghambat jalannya persidangan menggunakan aplikasi E-Court 

sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam sistem informasi pengadilan.99 

Terjadinya beberapa kendala tersebut yang tidak sesuai dengan 

aturannya membuat proses berperkara menjadi terhambat tidak sesuai dengan 

telah yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan asas cepat, sederhana, 

dan biaya ringan. Kendala dari proses berperkara menggunakan aplikasi E-

court tentu akan berdampak pada proses penilaian evaluasi implementasi SIPP 

tingkat pertama.100 

Pengharapan penerapan asas sederahan, cepat, dan biaya ringan dalam 

sistem E-Court ialah membuat proses praktek berperkara yang cepat, efektif 

dan efisien, diharapkannya kendala yang terjadi tidak semakin menggangu 

dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. 

 
98 Wawancara Bapak Agus Budi Susilo, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

Rabu 29 Mart 2023. 
99 Ibid. 
100 Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakata, 29 Maret 2023 
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Sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan 

di persidangan akan tercapai. 

Demikian, dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa adanya salah satu 

kendala dalam proses berperkara dengan menggunakan aplikasi E-Court di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu pembuktian yang masih 

dilaksanakan secara manual atau konvensial yang membuat jalannya 

persidangan menjadi lebih lambat maka tidak efektif dan efisien, adanya berkas 

yang tidak dilengkapi dalam prosedur yang telah ditetapkan apabila berkas 

tidak dilengkapi pada saat jadwal persidangan yang telah ditetapkan, maka para 

pihak diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas tersebut dengan syarat 

memiliki alasan yang sah yang menyebabkan pengajuan berkas tersebut 

terhambat101, dan dapun jaringan publik yang sering bermasalah yang membuat 

proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjadi 

terhambat. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengatasi kendala 

jaringan publik yang bermasalah tersebut dengan cara melaksanakan 

persidangan secara konvensional atau manual102, sehingga membuat jalannya 

persidangan menjadi lebih lambat karena terhambat waktu, seharusnya 

persidangan dapat berjalan lebih efektif efesien sesuai dengan acuan asas 

 
101 Sudarsono, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan 

Elektronik, Jakarta, 2019, hlm. 111. 
102 Ibu Ella Rosiana, selaku Panitera Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakata, 29 Maret 2023 
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peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, terkait 

penyelesaian kendala-kendala oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

sebenarnya telah tepat tetapi belum memiliki legalitas yang kuat terkait 

penyeleasain tersebut. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian data diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut 

ini.  

1. Implementasi E-Court berdasarkan PERMA 1 Tahun 2019 dalam 

penyelesaian sangketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah 

terlaksana cukup baik sebagaimana mestinya, seperti: 

a. implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta telah bejalan dan diterapkan kurang lebih 

selama 2 (tahun) kebelakang terhitung sejak tahun 2023, dan 

sebelum penerapan E-Court ini Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta telah melakukan sosialisasi; 

b. implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara 

sudah diterapkan dalam semua tahapan, kecuali dalam 

tahapan pembuktian yang masih dilakukan secara manual 

atau konvensional, dan tahapan persiapan pemeriksaan 

dalam perkara tata usaha negara dilaksanakan secara manual 

yang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019 pada hurf E, 

butir 1, huruf e. . 
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c. implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta berkaitan juga dengan asas cepat, sederhana, 

dan biaya ringan. 

2. Proses dalam penyelesaian sangketa memiliki 3 (tiga) kendala dalam 

implementasi E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu:  

a. pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

masih dilakukan secara manual atau konvensional, guna 

memastikan keotentikan dari sebuah pembuktian tersebut;  

b. kurang taunya masyarakat dengan penggunakan aplikasi E-

Court tersebut, dan tidak semua masyarakat paham adanya 

E-Court ini, subjek hukum tidak memenuhi syarat 

kelengkapan berkas yang membuat tertundanya jalan 

persidangan  sebagimana yang telah ditetapkan jadwalnya; 

dan 

c. jaringan publik yang masih sering terkendala karena sistem 

aplikasi E-Court menggunakan jaringan publik maka ketika 

jaringan tersebut terkendala proses persidangan menjadi 

terhambat.  

Secara umum, penerapan E-Court telah berjalan dan terlaksana dengan 

baik, dengan adanya keberadaan E-Court sudah sangat ideal untuk 

mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.  

B. SARAN 
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1. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penerapan E-Court perlu banyak 

melakukan sosialisasi lagi bukan hanya kepada aparat Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta saja tetapi dengan advokat serta masyarakat yang 

buta akan teknologi juga, agar pelaksanaan dalam persidangan elektronik di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjadi lebih efektiv dari 

sebelumnya.  

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebaiknya dapat segera 

mengatasi kendala yang terjadi seperti melakukan sosialisasi secara berkala 

terhadap para pihak yang bersengketa dan masyarakat yang kurang 

pengetahuan terhadap E-Court tersebut. Ialah terkait pelaksanaan 

penggunaan E-Court dalam penyerahan berkas, karena tidak semua 

masyarakat paham adanya E-Court dalam proses berperkara menggunakan 

sistem E-Court, sehingga muncul pemahaman yang baik bagi paha pihak 

yang bersengketa dan masyarakat terkait pelaksanaan E-Court di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta . Mahkamah Agung seharusya 

dapat mengoptimalka jaringan publik agar proses berperkara dalam 

menggunakan E-Court dapat berjalan dengan lancar, dan untuk Peradilan 

Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat menegaskan dalam kelengkapan 

syarat berkas untuk subjek hukum, agar tercapainya efektivitas yang sesuai 

dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.  
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